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PUTUSAN
Nomor : 62/B/2013/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di
gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani
No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa

Yo o) £ TIPSR EES St

|. WALIKOTA AMBON, Tempat Kedudukan di Jalan Sultan Hairun, Kota

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-------

1. Nama . E.SILOQY, SH.MH j-------n=mmmmmmmmmos
NIP © 19631204 199803 1 006 ; -------===--
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah  Kota

Ambon; --------mmmmmmmmmmm e m oo
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kota Ambon ; ---------==-=====mmmmmmoomo-

2. Nama - L. M. MANUPUTTY, SH.;--=-=====------
NIP . 19840923 201001 1 011 ; ------------
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah  Kota

Ambon; -----------mmmmmm e e
Jabatan . Staf pada Sub Bagian Bantuan
Hukum dan HAM Sekretariat Kota
Ambon ; ------------- oo

3. Nama . TATY H. RAHARENG, SH.----==--------
NIP : 19811107 200701 2 017 ; --=-=-------
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah  Kota

Ambon; ---------mmmmmmmm oo
Jabatan . Staf pada Sub Bagian Bantuan
Hukum dan HAM Sekretariat Kota
Ambon ; ----m-mmmememmm oo
Kesemuanya beralamat di Kantor Pemerin%fﬁ_lgg;;\
/«’ VP Ambon JI. Sultan Hairun No. 1 Ambon ;--- ,35’(7\ - :%2;73\\

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus N
741/SETKOT, tanggal 08 Maret 2013 ; ---3+&
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Selanjutnya disebut sebagai ------------=---m==zmmmomoons

............. TERGUGAT/PEMBANDING;

Il. GUBERNUR MALUKU, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 1

1. Nama
Jabatan

2. Nama
Jabatan

3. Nama
Jabatan

4. Nama
Jabatan

5. Nama
Jabatan

6. Nama
Jabatan

7. Nama
Jabatan

8. Nama

Jabatan

9. Nama
Jabatan

HENRY MORTON FAR-FAR, SH. ;---
Kepala Biro Hukum dan HAM pada
Kantor Gubernur Maluku ; -----------
FRANKY SAPARDI, SH.;------==-------

Kabag Bantuan Hukum dan HAM
pada Kantor Gubernur Maluku ; ---
EMELIA MOSSE, SH.-----=-=-=-nmnmnem-
Kasubag Tata Usaha Biro Hukum
dan HAM pada Kantor Gubernur

NURHAYATI HATALA, SH. ;-----------
Kasubag Sengketa  Hukum dan
HAM pada Kantor Gubernur

ROY HUWAE, SH. ;-------===mmmmeeev

Staf Biro Hukum dan HAM pada
Kantor Gubernur Maluku ;------------
DAVID WATUTAMATA, SH, ;---------
Staf Biro Hukum dan HAM pada
Kantor Gubernur Maluku ;------------
JERROLD I.D. LEASA, SH. ;---=--------

Staf Biro Hukum dan HAM pada
Kantor Gubernur Maluku ;------------
ELY MARTHEN LUTHER, A.S FAR-

Staf Biro Hukum dan HAM pada
Kantor Gubernur Maluku ;------------




10. Nama : ARON FRIDOLIN PALIJAMA, SH ;----
Jabatan . Staf Biro Hukum dan HAM pada
Kantor Gubernur Maluku ;------------

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,

Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM
Setda Maluku, berkantor di Jalan Raya Pattimura
Nomor : 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 180-14 Tahun 2012 tertanggal 17 Desember
2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----------==-=s=smmemmemmnaeev
............. TERGUGAT Il INTERVENSI/PEMBANDING;
MELAWAN

RUDY MAHULETTE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,

Tempat Tinggal di Jalan Dr. Siwabessy RT. 002/RW.

002 Kelur: “enteng, Kecamatan Nusaniwe Kota
AMDON ;= e
Dalam hal i (elah memberikan Kuasa Kepada

MUNIR KAIKOTI, SH dan  YUSTIN TUNY, SH,
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Penasehat Hukum, berlamat di Lantai 1
Gedunr ari Komplek Mesjid Raya Al Fatah, Jalan
Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2012 serta
SEMUEL WAILERUNY, SH, M.Si, Warga Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara, berlamat di Jalan
Pattimura/Pulugangsa RT.001/RW.04 Kelurahan
Uritetu Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 28 Januari 2013 ; -----------z== e

------------------------------- PENGGUGAT/

Fi
i

il
\




Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut :
Telah MEMDACE = mm e mmmmmm e m e

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
62/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Mei 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; ----------

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor

29/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 05 Maret 2013 ; -------z--nsmmmmmmmmmmmmmmmmee

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan B, serta

surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; ----=-----=-=--=------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Vlemperhatikan  dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya p« -perti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha 'e 1ar oon Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 05 Maret

201. 'm sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai

berikut ;- --- e
MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN oo e

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN
tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat
Walikota Ambon Nomor : 300/4071/Setkot, tertanggal 11 Oktober 2012
perihal Penangguhan Kegiatan Membangun yang diterbitkan Tergugat
dinyatakan tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan

perkara a quo berkekuatan hukum tetap ; ---------meomcmomcce




DALAM POKOK SENGKETA : - oo

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----------=-=====-====--
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
oleh Tergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor : 300/4071/Setkot,
tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun ; --
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor :
300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penangguhan
Kegiatar Membangun tersebut : =-------memmmoooomo
4. Menght um Tergugat dan Tergugat |l Intervensi secara tanggung
renteng ntuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar

Rp.222.c ),- (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; ------=--=-=-mmmemmmeemee-

lenimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa
tanggal 'S 't 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergu~at sei ~usa Tergugat I INtervensi | -==-=-mmmmmmmme s

/i nimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan
perm:«' 'n banding tanggal 11 Maret 2013, dengan Akta Permohonan
Banauig o' nggal 14 Maret 2013, demikian pula pihak Tergugat Il
Intervensi melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding tertanggal
15 Maret 2013, permohonari banding dari Tergugat/Pembanding telah
diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 14 Maret 2013,
sedangkan untuk permohonan banding Tergugat Il Intervensi/Pembanding
diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/
Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19

Maret 2013 ; ---mmmmmmm oo m e s

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan




Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding,
pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding
yang diterima di Kepaniteraan Pengdilan Tata Usaha Negara Ambon pada
tanggal 23 April 2013 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra

memori banding tanggal 24 April 2013 ; --------n--==s=zszzzzsrrmmmmmmmmmseseseeaaas

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi  Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah
diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai
Surat  Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara oleh Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 15 April 2013 ; ------------=====-=-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

NV enimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : ./G/2012/PTUN.ABN diucapkan pada sidang yang terbuka untuk
umum p- .a hari Selasa, tanggal 05 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggug. :/Terbanding, Kuasa Tergugugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat |l

Interver  'Pembanding ; ----=--=smemmmme e

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan
permc onan banding pada tanggal 11 Maret 2013, sedangkan Tergugat |l
Interv si/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15
Maret 213, maka permohonan-permohonan banding tersebut masih
dalam te.ggang waktu dan menenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahunl986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima ; ----------smmsmooooomocooooo oo

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding membaca berkas- berkas perkara dengan seksama terutamaz Mem}g

VS ‘
Baﬁd{ngTgrgugat/Pembandnng, ternyata tidak terdapat bukti- bu tav, | 6\

A
I\ 7
4\
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hal baru untuk dipertimbangkan atau merubah putusan pengadilan Tata

Usaha Negara Ambon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan  Tingkat
Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan
berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Ambon Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN tanggal 05 Maret 2013
yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara
pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari
Penggugat/Terbanding dan saksi dari Tergugat Il Intervensi, Kesimpulan dari
Penggugat/Terbanding dan Kesimpulan Tergugat I Intervensi/Pembanding,
Majelis Hi im Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat
bahwa f .timbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha
Megara An Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 05 Maret 2013
sudah tcpat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut
diambil . ih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Bandinz dJalam mengambil putusannya, oleh karenanya putusan Majelis

Hakim P 'n_ad 4 Usaha Negara Ambon yang dimohonkan pemeriksaan

dalamti  at banding ini patut dikuatkan ; ------=----mmmmmmm e

\.er imbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN tanggal 05 Maret
2013  dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dan  Tergugat |l
Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus
dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat
Pengadilan secara tanggung renteng, seperti diatur dalam Pasal 110

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara




Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan

lain yang berkaitan dengan SENEKELA INi | ~--mmmmmmmmmmmmemmmmemmmmmmemommmnmmmmnnas

MENG ADILI

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan
Tergugat Il Intervensi/Pembanding ; ------=------=--msemmmmmmmmmmmmmmmmmccoeoee

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
29/G/2012/PTUN.ABN tanggal 05 Maret 2013 yang dimohonkan
Bar ling;

Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/
embanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung
‘nteng untuk dua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding

t tapkan sebesar  Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu

AVT -

Demikian  sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari :
Kamis, tanggal 4 Juli 2013 oleh Kami : H.A. SAYUTI,SH.MH. Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis,
UNDANG SAEPUDIN, SH.MH. dan ISHAK LANAP,SH masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 oleh Ketua Majelis tersebut

diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu




Negara Makassar,  tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau

Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAIJELIS,
Meterai/Ttd

Ttd
H.A. SAYUTI,SH.MH.

1. UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.

Ttd

2. ISHAK LANAP,SH.
22707 -20\7
ORI MTSAN /
B\OESUAT ASLINYA
PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. SAMPIRIN HADI S SH.MH. Hj. SRIYANTI,SH.
NIP. 040 048 996

“a Banding Nomor : 62/B/2013/PT.TUN.MKS

Perincian Biaya

Rp. 6.000,-

1. Meterai Putu:
2.Redaksi PUtUSe e Rp. 5.000,-
3 L@ B €S irnrireccecrenercimnsas s esn st s s sen st s Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ............c.oec.eo. Rp.234.000,-
JumIlah o, Rp.250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
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DICATAT DISINI -

- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor - 62/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 16 Juli 2013 Jo Nomor

29/G/2012/PTUN.ABN tanggal 05 Maret 2013 telah dicocokan dengan

Aslinya dikeluarkan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat .

Ambon, 02 September 2013

.V e ¥ ?
%ﬁﬁn IPEILOHY, S.80%. SH
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